MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2018 DAN NOMOR 87 TAHUN 2020

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2018 NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN WALIKOTA BANJARMASIN
Menimbang: Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kota BPK-RI Perwakilan| a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Walikota
Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pernerintah. Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi
Banjarmasin Tahun 2017, terdapat beberapa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin, maka Peraturan Walikota dimaksud
Pemerintah Kota Banjarmasin yang harus dilakukan penyesuaian perlu disesuaikan ;
dan dijelaskan lebih rinci agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 66
Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin; Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota

Banjarmasin
Mengingat: Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tetap
Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan| 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan NepotisID€ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
Tarnbahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara| 3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun '2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun '2004 tentang Perbendaharaan| 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan| 5. Undang-Undang Nornor 33 Tab un 2004 ten tang Perimbangan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Keuangan Au-tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
1mdonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan| 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Keuangan Au-tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Republik Indonesia Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahart
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 'Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahurr 2015 tentang Perubahan Kedua atas tetap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.);

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Selatan/Munawarah




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'rabun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun '2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

Peraturan Pemerintah Nomor 55, tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4575);

Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan pemerintab No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran N.egara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik In.donesia Tahun 2012 Nornor 5,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Peru bahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dati
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tab un 201.6 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Repu blik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pernberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersurn ber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 7 Tahuri 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjannasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nornor 40)

. Peraturan Pemerintah Nomor

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340) ;

55, tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran N.egara Republik Indonesia Nomor 5219);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik In.donesia Tahun 2012 Nornor 5,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533)

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dati
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tab un 201.6 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Repu blik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pernberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersurn ber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
541);

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Selatan/Munawarah




21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 /PMK.05/2011 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1752);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALIKOTABANJARMASINNOMOR 66 TAHUN
2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KOTABANJARMASIN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Banjarmasin yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Banjarmasin.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segal a bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian
atas hasilnya, serta penyajian laporan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-
prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar

Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan ‘'keuangan, dan

pemeriksa dalam mencari pemeeahan atas sesuatu masalah yang
belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pernerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan. laporan keuangan pemerintah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 66

Tahun
BanjarmasinKetentuan

2018 Pemerintah  Kota

Peraturan  Walikota

Akuntanasi
IV dalam

tentang  Kebijakan

Lampiran

Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntanasi
Pemerintah Kota Banjarmasin

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Selatan/Munawarah




11.

12.

13.

Sistern Akuntansi Pernerintahan yang selanjutnya disebut SAP
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah

Bendahara Umum. Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

. Entitas Akuntansi adalah unit pada pernerintahan yang mengelola

anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan
akuntansi dan menyajikan Iaporan keuangan atas dasar akuntansi
yang diselenggarakann ya.

Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan barang
yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 66
Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntanasi Pemerintah Kota
BanjarmasinKetentuan Lampiran IV dalam Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntanasi
Pemerintah Kota Banjarmasin

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan SAP
Berbasis Akrual.

Komponen Utarna Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri
atas Kerangka Konseptual, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan
dan kebijakan akuntansi sebagaimana tercantum pada Larnpiran I
Peraturan ini.

Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banjarmasin dibangun atas
dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yang mengacu
pada Kerangka Konseptual Standar Akuntasi Pernerintahan,
sebagairnana tercanturn pada Lampiran II Peraturan ini

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan rnemuat penjeJasan atas
unsur unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan
dalam penyajian pelaporan keuangan, sebagaimana tersebut pada
Larnpiran III Peraturan ini.

Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa
sesuai dengan Pemyataan SAP atas:

a. Pernilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAP; dan;

b. Pengaturan yang lebih rind atas kebijakan akuntansi dalam
SAP;
Kebijakan Akuntansi Akun Pernerintah Kota Banjarmasin terdiri

a.  Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Kas dan Setara Kas
b. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Piutang;

€. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Persediaan;
d. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Investasi;
Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Aset Tetap;

f.  Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Korrstruksi Dalam
Pengerjaan

Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Dana Cadaogan;

Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Aset Lainnya;
Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang Asset Tidak Berwujud;
J Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Kewajiban;

Kebijakan Akuntansi Nornor 11 ten tang Pendapatan-LRA;
Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Belanja;

Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Pembiayaan;
Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Pendapatan-LO
Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Beban;

P Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Koreksi Kesalahan.

tetap

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Selatan/Munawarah




BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

Pasal 3

1. DaJam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Tabunan, setidak tidaknya terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran-

. LapOran Perubahan SAL;

Neraca;

. Laporan Operasional;

. Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

. Catatan atas Laporan Keuangan.

No v 0N~

Dalam rangka pertanggungjawaban
Akuntansi pada unit pemerintahan
Keuangan Tahunan,

yang setidak-tidaknya terdiri dan:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Neraca;

3. Laporan Operasional;

4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

pelaksanaan APBDEntitas
wajib menyusun Laporan

tetap

Pasal 4

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi akan
diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

tetap

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5 Pasal 5
Ketentuan piutang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat 6 (b)
diberlakukan mulai 1 Januari 2019 tetap
BABV BABV

KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6 Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini rnaka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nornor 26 Tahun 20 14 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun tetap
2014 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 Pasal II

Peraturan Walikota inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap
Peraturan

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 November 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,
Ttd
H.IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,
Ttd
H.IBNU SINA

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 66

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 87

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Selatan/Munawarah




